WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA
KOTA PAGAR ALAM

NOMOR %% TAHUN 2012

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA PAGAR ALAM

Menimbang : s Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peroturan Daersh Nomor ...
Tahun 2012 Tentang Pertanggungjawuban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanjo Duerah Tahun Anggaran 2011, perlu ditetapkan
Peraturan ~ Walikota  Pagar  Alam  tentang  Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Tahun Anggaran 2011, scbugai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
daernh tahun anggaran 2011;

b. Bahwa Pertanggungjuwaban Pelaksanaan APBD scbagaimana dimaksud
pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam
Tahun Anggaran 2011;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar
Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115) ¢

Mengingal :

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (1.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3569 );

3, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049),

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3688);



10,

12.

13.

Negata yang Beeih dan Bebas Korapsi, Kohmi dan Nepotisoe
(Lemburan MNegars Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan | embaran Negara Republik Indonesia Nomer 38515,

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentany Kewmgan Negars
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabuo 2003 Nomot 47,
Tambahan | embaran Negara Kepublik Indonesia Nomor 4286),

Undang-Undang  Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendsharsan
Negara (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2004 Nomor s,
Tambahan | cmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 43555,

Undang Undang  Nomor 10 Tahun 2004 temtang Pembentulcan
Peraturan Perundang-undangan (1embaran Negars Republik Indoncsia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambshan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang 1indang Nomor 25 Tahun 2004 tentang System Perencanaan
Pembangunan Nasional (1embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambshan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 125,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sehagnimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (1.embaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor
54 Tambahan |embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ),

Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat  dan Pemerintahan  Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyclenggaraan Pemerintahan Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan  Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Tahun
2005 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
ILembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOITA KOTA PAGARALAM  TENTANG
PIMNIABARAN  PERTANGOUNGIAWABAN - PELAKSANAAN
ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH TAHUN

ANGOARAN 20114
Pasal

Laporan Kealisist Anggnran tabun wnggarsn 2011



I. Pendapatan
8. Pendapatan asli dacrah
b. Dana Perimbangan
¢. Lain-lain pendapatan yang sah

Jumiah Pendapatan

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Hibah
3) Belanja Bantuan Sosial
4) Belanja Tak Terduga

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang
3. Belanja Modal

Jumlah Belanja
Surplus / (Defisit)

4. Pembiayaan
a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa lebih pembiayaan anggaran tabun berkenaanRp. 44.410.048.236,53

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Rp.

27.022.102.695,82

Rp. 467.741.553.396,64

Rp.

3.470.295.190,00

Rp. 498.233.951.28246

Rp. 192.263.451.569,00

Rp.
Rp.
Rp.

6.668.435.202,00
4,841.072.928,00
1.232.186.500,00

Rp. 205.005.146.199,00

Rp.
Rp.
Rp.

13.864.633.745,00
119.623.644.387,00
145.610.783.114,00

Rp.
Rp.
Rp.

279.099.061.246,00
484.104.207.445,00
4.129.743.837,46

Rp.
Rp.

35.991.054.161.07
5.710.749.762,00

Rp. 30.280.304.399,07

pasal 1 tercantum dalam Jampiran | Peraturan Walikota Pagaralam

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi

anggaran



Pasal 4
Penjabaran laporan realisasi anggaran scbagaimana dimaksud dalam
pasal 3 tercantur dalam Lampiran {1 Peraturan Walikota Pagaralam ini
Pasal §
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Pagaralam ini
Pasal 6
Peraturan Walikota Pagaralam ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal, | o x 4o bsr 2012

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 2 © k Aohk+r 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto

Drs. H. SAFRUDIN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590823 198503 1 003

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2012 NOMOR ....



